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PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi agar
tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien,
dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu
disusun peta jalan reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
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Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

S. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETA JALAN REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan
pedoman dan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
Reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan melalui program-program:

a. manajemen perubahan;
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b. penguatan pengawasan,;

c. penguatan akuntabilitas kinerja;

d. penguatan kelembagaan;

e. penataan tata laksana;

f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
g. penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

[y
.

quick wins.

Pasal 3
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG PETA JALAN REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015 -2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi merupakan
faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
vang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4 Pasal
28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
merupakan dasar hukum pembangunan Iptek nasional dan pendidikan
tinggi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28
C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan
pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indenesia 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan
bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur dengan undang-undang”. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan

bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-



